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ABSTRACT

Land mafias is an individual, group, or organization that hinders the
implementation of land governance which has a detrimental impact on society and
the state. In an effort to resolve and prevent this land mafia practice from happening
again, an in-depth study is needed regarding the role of the land office in reducing
the number of land mafia practices, as happened in this case, namely the
falsification of land certificates in Bekasi Regency by suspects RD and PS which
are suspected of being the result of land mafia actions. The purpose of this study is
to determine the role of the Bekasi Regency Land Office in resolving land mafia
cases and whether the actions taken by the Bekasi Regency Land Olffice to prevent
land mafia cases from happening again are in accordance with the provisions of
the Regulation of the Minister of ATR/Head of BPN Number 15 of 2024.

The method in this study is normative-empirical juridical which looks at
social problems and analysis based on applicable regulations through literature
studies.

The results of the study show that the Bekasi Regency Land Olffice has
resolved land mafia cases in accordance with the provisions of the Regulation of
the Minister of ATR/Head of BPN Number 15 of 2024. On the other hand, in
addition to the role of the land office, the role of the Anti-Land Mafia Task Force
is also involved in resolving land mafia cases that occur in Bekasi Regency.

Keyword : Land Mafia, Role of Land Office, Land Certificate Forgery
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Tanah merupakan kebutuhan dasar bagi manusia sebab hampir semua
aktivitas manusia berkaitan dengan tanah, tanah berperan sebagai media
pendukung kehidupan manusia, baik dalam aspek ekonomi, sosial, maupun
budaya, hal ini menunjukkan bahwa kehidupan manusia tidak dapat dipisahkan
dari tanah (Sahnan, 2019). Seiring dengan kemajuan zaman dan pertumbuhan
jumlah penduduk, permintaan terhadap tanah terus meningkat. Kondisi ini dapat
memicu berbagai masalah di bidang pertanahan, antara lain tumpang tindih
sertipikat hak atas tanah, permasalahan mengenai tanah timbul, sengketa tanah
adat bahkan aksi mafia tanah.

Mengingat betapa pentingnya tanah bagi kehidupan manusia, sangat
diperlukan regulasi mengenai penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan
pemanfaatan tanah. Tujuannya adalah untuk mencegah sengketa tanah dan
memberikan kepastian hukum bagi semua pihak. Perlindungan hukum bagi
pemegang hak atas tanah ditunjukkan melalui kepemilikan sertipikat hak atas
tanah (Nadya & Noviani, 2023). Sertipikat tanah berfungsi sebagai dokumen
yang membuktikan hak atas tanah, hak milik atas satuan rumah susun, hak
tanggungan, tanah wakaf, serta hak pengelolaan, yang semuanya telah dicatat
dalam buku tanah terkait. Sertipikat tanah menjadi bukti yang sah dan kuat
mengenai hak atas tanah, berdasarkan data fisik dan yuridis yang terdapat di
dalamnya, asalkan data tersebut sesuai dengan informasi yang terdapat dalam
surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan.

Pengakuan hukum atas kepemilikan tanah dalam praktiknya belum mampu
mencegah munculnya berbagai konflik pertanahan di masyarakat. Salah satu
faktor utama yang menyebabkan hal ini adalah adanya mafia tanah. Berdasarkan
Pasal 1 Angka 5 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pencegahan Kasus
Pertanahan, mafia tanah adalah tindak pidana di bidang pertanahan yang
dilakukan secara sengaja dan terorganisir oleh individu, kelompok, atau badan
hukum, yang bisa dijerat hukuman pidana sesuai aturan hukum yang berlaku,

baik sebagai tindak pidana umum maupun khusus. Mafia tanah sering



menggunakan berbagai modus untuk mencapai tujuannya, seperti memanipulasi
data fisik dan yuridis dengan mengubah nama, luas, alamat, dan lainnya
(Nur’Ainiyah, 2022). Tindakan mafia tanah yang berani memalsukan data fisik
dan yuridis menunjukkan lemahnya pengawasan dan regulasi yang mengatur
tentang mafia tanah untuk mencegah praktik tersebut agar tidak terjadi kembali.

Kasus mafia tanah terus meningkat seiring masa ke masa. Menteri Agraria
dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) pada tahun
2024, Bapak Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang kini digantikan oleh
Bapak Nusron Wahid, mengungkapkan bahwa pada 2024 terdapat 87 kasus
mafia tanah yang menjadi target penanganan. Dari jumlah tersebut, 47 kasus
telah memasuki tahap penetapan tersangka, melibatkan 92 tersangka, dengan
status berkas P19 yakni berkas perlu dilengkapi dan P21 yakni berkas lengkap
(Iman, 2024). Adapun empat pilar utama dalam pemberantasan mafia tanah
adalah Kementerian ATR/BPN, Aparat Penegak Hukum (APH), Lembaga
Peradilan, dan Pemerintah Daerah. Selain itu, masyarakat dapat berkontribusi
dengan mendaftarkan tanah untuk memperoleh sertipikat tanah resmi dari
Kantor Pertanahan masing-masing daerah.

Media “Info Singkat” Vol. XVI, Nomor 15/I/Pusaka/Agustus/2024 yang
diterbitkan oleh Pusat Analisis Keparlemenan (Pusaka) Badan Keahlian DPR RI
mengungkapkan bahwa banyaknya kasus yang melibatkan mafia tanah
sepanjang tahun 2024 telah berpotensi menyebabkan kerugian negara hingga
mencapai RpS5,7 triliun (Sibuea, 2024). Hal in1i menunjukkan bahwa kebijakan
negara dalam melindungi kepentingan publik, yang mencakup aspek ekonomi,
sosial, dan budaya sebagaimana dijamin dalam konstitusi, penerapannya masih
belum memadai. Apabila masalah ini tidak segera ditindaklanjuti, potensi
munculnya konflik pertanahan yang dapat merugikan berbagai pihak akan
semakin besar.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
(ATR/BPN) sebagai lembaga pemerintah memiliki fungsi yang diatur dalam
peraturan perundang-undangan untuk menangani sengketa atau konflik terkait
pertanahan (Salma & Adjie, 2023). Fungsi ini diatur dalam Peraturan Presiden
Nomor 177 Tahun 2024 tentang Badan Pertanahan Nasional, khususnya pada
Pasal 4 huruf g, yang menyebutkan bahwa Badan Pertanahan Nasional (BPN)

memiliki fungsi menyusun serta menerapkan kebijakan dalam rangka



penanganan pencegahan sengketa atau konflik, serta mengelola perkara yang
terkait dengan pertanahan. Upaya penyelesaian sengketa oleh BPN merupakan
inisiatif pemerintah yang bertujuan untuk mengurangi beban perkara di
pengadilan atau setidaknya mengurangi jumlah kasus yang harus diselesaikan
melalui proses hukum.

BPN memainkan peran penting dalam memutus rantai mafia tanah dengan
membentuk Satuan Tugas yang diatur dalam Petunjuk Teknis (Juknis) Nomor
01/Juknis/D.VII/2018 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Mafia Tanah
(Hudi Karno Sabowo & Heri Purnomo, 2023). Satuan Tugas Pencegahan dan
Pemberantasan Mafia Tanah ini bertanggung jawab dalam melakukan upaya
pencegahan dan pemberantasan terhadap praktik mafia tanah, serta menangani
dan menyelesaikan berbagai sengketa, konflik, dan perkara terkait tanah dan
ruang, baik di tingkat Kementerian Pusat, Kantor Wilayah, maupun Kantor
Pertanahan.

Dalam penelitian ini membahas mengenai tindak pidana pertanahan kasus
mafia tanah yang terjadi di Kabupaten Bekasi. Adapun, kasus mafia tanah di
Kabupaten Bekasi merupakan hal yang tak jarang dibandingkan dengan kota
ataupun kabupaten lainnya, hal ini dibuktikan dengan tingginya laporan
mengenai sengketa kepemilikan hak atas tanah akibat tindak mafia tanah.
Beberapa faktor utama yang memicu tingginya jumlah mafia tanah di Kabupaten
Bekasi menurut peneliti, diantaranya:

1. Tingginya harga tanah di Kabupaten Bekasi yang sudah memasuki angka

Rp. 2.290.000/ M? (dua juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah per
meter persegi), khususnya di area strategis yang berkembang pesat,
sehingga menciptakan potensi keuntungan besar bagi pelaku kejahatan
pertanahan (Brilian, 2025).

2. Proyek infrastruktur besar seperti pembangunan jalan tol, perumahan,
dan jalur Mass Rapid Transit (MRT) berdasarkan data Pemerintah
Daerah Kabupaten Bekasi, hal ini sering kali pelaku kejahatan
pertanahan memanfaatkan celah regulasi untuk mendapatkan
keuntungan (Harmen, 2023).

3. Terbatasnya edukasi dan pemahaman hukum di kalangan pemilik tanah
yang tidak sepenuhnya mengerti hak-hak mereka sebagai pemilik hak

atas tanah yang sah dihadapan hukum, serta prosedur hukum yang



berhubungan dengan pertanahan yang masih jarang diketahui,
menyebabkan mereka rentan menjadi korban penipuan dan pemalsuan
dokumen (Lius, 2024).

Dalam masa transisi sebelum pergantian Presiden, Menteri ATR/Kepala
BPN periode sebelumnya, Bapak Agus Harimurti Yudhoyono (AHY),
mengadakan Ekspose/Press Release Target Operasi Tindak Mafia Tanah di
Kabupaten Bekasi, tepatnya pada 15 Oktober 2024 berlangsung di Polres Metro
Bekasi. Kasus tersebut menyangkut pemalsuan sertipikat tanah dengan objek
yang berada di Desa Sumberjaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten
Bekasi oleh dua tersangka, yakni RD dan PS. Tersangka RD meminta bantuan
PS untuk memalsukan sertipikat tanah atas nama keluarganya dengan mengubah
nama pemegang hak, NIB, nomor hak sertipikat, serta nama pejabat terkait, lalu
melakukan modus operandi dengan menjaminkan sertipikat tersebut kepada 37
korban sebagai jaminan utang. Adapun bidang tanah pada sertipikat palsu
tersebut berupa kontrakan dan kios yang berada di Desa Sumberjaya, Kecamatan
Tambun Selatan, di mana wilayah tersebut sedang dibangun proyek Tol
Cibitung-Cilincing dan Mass Rapid Transit (MRT) Fase III. Aksi mafia tanah
ini berpotensi merugikan negara hingga Rp. 183,5 miliar, dari akumulasi riil
loss, fiscall loss, dan potential loss.

Jika menelaah lebih dalam, pemalsuan dokumen atau data otentik termasuk
salah satu jenis kejahatan yang diatur dalam Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
(KUHP) dalam sistem hukum Indonesia (Jeri Astuti dkk., 2024). Pemalsuan
tersebut tercantum dalam BAB XII (Pemalsuan Surat) di Buku II KUHP, yang
membabhas tindak pidana terkait pemalsuan dalam bentuk tulisan. Tindak pidana
pemalsuan surat diatur mulai dari Pasal 263 hingga Pasal 276 KUHP. Kejahatan
ini melibatkan pembuatan atau pemalsuan surat, yang diatur lebih lanjut dalam
Pasal 263, Pasal 264, dan Pasal 266 KUHP. Khusus pada Pasal 264 KUHP,
diatur mengenai pemalsuan akta otentik, yakni seseorang secara sengaja
memasukkan keterangan palsu dalam dokumen resmi. Meskipun sudah memiliki
regulasi yang jelas terkait tindakan pemalsuan data otentik, kasus mafia tanah
khususnya dalam pemalsuan surat semakin terang-terangan.

Maraknya konflik atau permasalahan pertanahan terjadi karena kurangnya

regulasi yang tegas mengenai sanksi atau langkah-langkah preventif dari Kantor



Pertanahan setempat terhadap individu atau kelompok yang melakukan tindak
pidana di bidang pertanahan, yang dikenal sebagai mafia tanah (Takalawangen
dkk., 2019). Pada praktiknya, untuk mencegah terjadinya sengketa, konflik,
perkara dan modus mafia tanah, Menteri ATR/Kepala BPN telah mengeluarkan
regulasi pencegahan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata
Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2024 tentang
Pencegahan Kasus Pertanahan. Beragam latar belakang yang telah diuraikan
diatas menunjukkan pentingnya melakukan kajian lebih mendalam mengenai
“Peran Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi Dalam Penyelesaian Kasus
Mafia Tanah (Studi Kasus Pemalsuan Sertipikat Tanah)”
B. Perumusan Masalah
Permasalahan mengenai mafia tanah yang terjadi di Kabupaten Bekasi saat
ini bisa merumuskan banyak masalah, namun pada penelitian ini memfokuskan
terhadap peran Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi dalam menangani masalah
mafia tanah ini sekaligus mencari tahu apa tindakan yang dilakukan oleh Kantor
Pertanahan Kabupaten Bekasi agar permasalahan mengenai mafia tanah tidak
terulang kembali, sehingga rumusan masalah dari penelitian ini adalah:
1. Bagaimana peran Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi dalam
menyelesaikan masalah mafia tanah kasus pemalsuan sertipikat tanah?
2. Apakah Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi telah melakukan strategi
pencegahan kasus mafia tanah sesuai dengan ketentuan Pasal 17 Ayat
(4) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan
Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2024
tentang Pencegahan Kasus Pertanahan?
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah yang telah disampaikan sebelumnya,
tujuan penelitian diperlukan untuk memberikan arah pada penelitian ini.
Tujuan penelitian disampaikan secara deklaratif dan merupakan pernyataan
yang ingin dicapai dalam penelitian. Berdasarkan rumusan masalah yang
telah disebutkan, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
a. Mengetahui pelaksanaan peran Kantor Pertanahan Kabupaten
Bekasi dalam penyelesaian masalah mafia tanah kasus pemalsuan

sertipikat tanah.



b. Mengetahui tindakan yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan
Kabupaten Bekasi dalam mencegah kasus mafia tanah agar tidak
terjadi kembali.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini dapat dijelaskan dalam dua perspektif
(Fadli, 2021). Pertama, dari sudut pandang akademik, penelitian ini
bertujuan untuk memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu
pengetahuan. Kedua, dari segi praktik, penelitian ini berperan dalam
memberikan kontribusi bagi masyarakat atau dunia praktik, terutama yang
berkaitan dengan isu-isu mafia tanah. Adapun kegunaan dari penelitian ini

adalah :

a) Secara akademik, penelitian ini diharapkan mampu menambah
wawasan kepada peneliti di bidang permasalahan pertanahan
khususnya dalam kasus mafia tanah yang masih marak terjadi di
Indonesia serta mengimplementasikan ilmu yang sudah dipelajari di
Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN).

b) Secara praktik, penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi serta
masukan bagi Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi dalam
menangani masalah mafia tanah, dan memberikan informasi yang
bermanfaat bagi pembaca serta menjadi referensi bagi peneliti di

masa mendatang.



BAB VI
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang diberikan pada bab

sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan dalam penelitian ini yaitu :

1.

Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi dalam menangani kasus mafia
tanah berperan dalam menyalurkan data pertanahan untuk
membantu Polres Metro Bekasi dalam tahap penyelidikan serta
penyidikan, menginisiasi Rapat Koordinasi Tindak Lanjut, dan
berpartisipasi terhadap jalannya acara Ekspose atau Pengungkapan
Kasus Tindak Pidana Mafia Tanah di Kabupaten Bekasi 2024.
Tindakan tersebut mengacu dan berpedoman pada Peraturan
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
(ATR/BPN) Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pencegahan Kasus
Pertanahan serta Petunjuk Teknis (Juknis) Kementerian Agraria dan
Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor
01/Juknis/D.VII/2018 tentang Pencegahan dan Pemberantasan
Mafia Tanah.

Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi sudah menjalankan strategi
pencegahan kasus pertanahan sesuai Pasal 17 Ayat (4) Peraturan
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
(ATR/BPN) Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pencegahan Kasus
Pertanahan : 1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia
(Pembentukan Tim Gugus Tugas Layanan Prioritas (GTLP) di
Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi); 2. Peningkatan sistem
informasi (Diberlakukannya sertipikat tanah elektronik sejak 3 Juni
2024 dan penerapan Sistem Kendali Akta (SISKA)); 3. Pengkajian
regulasi (Dibuat nota dinas terhadap Seksi PPS Kantor Pertanahan
Kabupaten Bekasi guna pengkajian terhadap permasalahan yang
sedang terjadi); 4. Sosialisasi (Sosialisasi terkait tindak pidana mafia
tanah setiap setahun sekali); 5. Koordinasi dan kerja sama
(Koordinasi antar Seksi di Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi
melalui rapat mingguan maupun antar Kementerian/Instansi

Pemerintah dalam mencegah kasus mafia tanah terjadi).
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B. Saran

1.

Bagi pemerintah dalam penelitian ini diwakili oleh Kantor
Pertanahan serta Satgas Anti-Mafia Tanah sebagai satuan tugas
kerjasama antara Kementerian ATR/BPN dengan Kepolisian RI
perlu dilakukan pengawasan atau dalam kata lain pencegahan secara
berkala tanpa harus menunggu pengaduan dari masyarakat, bisa
seperti sosialisasi secara langsung ataupun melalui media sosial
berikut juga mengenai sanksi pidana yang akan dijatuhkan pada
pelaku mafia tanah agar segan untuk melakukan tindak kejahatan
tersebut sekaligus mengimbau kepada masyarakat untuk selalu
menjaga sertipikat tanah secara baik dan benar.

Bagi masyarakat perlu memahami arti penting kepengurusan dan
penyimpanan dokumen sertipikat kepemilikan tanah, selalu
mengusahakan atas kepemilikan hak atas tanahnya agar tidak terjadi
permasalahan lain selain pemalsuan sertipikat tanah serta tetap
waspada terhadap tawaran yang menyangkut sertipikat tanah karena
rawan pemalsuan serta penipuan yang dapat merugikan dari segi

materiil.
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